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ABSTRAK 

 

Penerapan layanan kesehatan berbasis syariah menjadi bagian penting dalam 

pembangunan sistem pelayanan publik di Aceh, mengingat daerah Aceh merupakan 

daerah yang menerapkan hukum Islam. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa merupakan 

salah satu rumah sakit milik pemerintah yang telah memperoleh sertifikasi rumah sakit 

syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Instalasi 

Pelayanan Islami (IPI) di RSUD Meuraxa Banda Aceh dengan fokus pada peran para 

stakeholder dan faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Rumah 

sakit ini juga berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan berbasis prinsip Islam, 

melalui unit IPI yang bertugas memberikan bimbingan spiritual dan edukasi Islami 

kepada pasien dan staf medis. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Stakeholder utama yang terlibat meliputi direktur rumah sakit, kepala bidang dan kepala 

bagian, komite syariah, Instalasi Pelayanan Islami, tenaga medis, pasien, dan keluarga 

pasien. Direktur bertindak sebagai pembuat kebijakan sekaligus pengawas pelaksanaan, 

komite syariah sebagai penjamin kepatuhan syariah dan pemberi arahan, sedangkan IPI 

berperan sebagai pelaksana langsung yang memberikan bimbingan rohani. Hasil 

penelitian menunjukkan keberhasilan kebijakan ini didukung oleh komitmen pimpinan, 

regulasi yang jelas, dukungan budaya masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim, fasilitas 

Islami yang memadai, serta pelatihan staf. Kendala yang dihadapi mencakup kurangnya 

koordinasi antar unit, keterbatasan sumber daya manusia IPI, dan rendahnya pemahaman 

serta kepatuhan sebagian pasien dan tenaga medis terhadap pelayanan Islami. 

 

 

 

 

Kata Kunci: Instalasi Pelayanan Islami, Implementasi Kebijakan, Analisis Stakeholder, 

RSUD Meuraxa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan 

Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan 

promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.1 Seiring dengan perkembangan 

rumah sakit yang ada di Indonesia, maka muncul konsep rumah sakit syariah yang 

menerapkan prinsip syariah ke dalam kegiatan operasional rumah sakit. Majelis Upaya 

Kesehatan Islam Seluruh Indonesia atau disingkat MUKISI, merupakan suatu organisasi 

yang menghimpun penyelenggara kesehatan Islam, bersifat bebas dan tidak semata-mata 

mencari keuntungan, dijiwai dengan semangat dalam mewujudkan upaya kesehatan yang 

profesional, bermutu dan Islami.2 

Menurut MUKISI, rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang aktivitasnya 

berdasarkan Maqashid al Syariah al Islamiyah. Hal ini sesuai dengan konsep Maqashid 

Syariah. Maqashid Syariah membantu melindungi kepentingan umat manusia dan 

mencegah kejahatan, untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, mewujudkan 

kebaikan dan menghindari kejahatan. Selain itu, maqashid syariah memiliki peran yang 

sangat signifikan untuk menentukan tingkat maslahah dan maqasid, mengidentifikasi 

tujuan dari hukum yang berlaku dan membantu menentukan keputusan hukum yang tepat, 

 
1 UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 
2 https://mukisi.com/profil/ (Diakses pada 19 Februari 2024, pukul 00.05) 

https://mukisi.com/profil/
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mengidentifikasi sebab-sebab yang mendasari putusan kasus-kasus tertentu, 

meminimalisir potensi kesalahan ijtihad, karena dengan hadirnya maqashid syariah akan 

menghadirkan ijtihad yang lebih lengkap, akurat, dan tepat.3 

Hingga saat ini, terdapat 22 rumah sakit di Indonesia yang telah mendapatkan 

sertifikasi syariah, terdiri dari 18 rumah sakit milik swasta dan 4 rumah sakit milik 

pemerintah. Rumah sakit pemerintah yang sudah bersertifikasi syariah yaitu Rumah Sakit 

Umum Daerah Tangerang, Rumah Sakit Umum Daerah Kandangan Kalimantan Selatan, 

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, dan Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Banda Aceh. Dua rumah sakit umum yang sudah tersertifikasi syariah berada di 

Kota Tangerang Provinsi Banten dan Kota Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan 

Selatan, tetapi dua provinsi tersebut belum menerapkan aturan mengenai pelaksanaan 

syariah Islam, sementara dua rumah sakit yang berada di Provinsi Aceh sudah 

menerapkan aturan mengenai pelaksanaan syariah Islam sehingga peneliti tertarik untuk 

melihat bagaimana implementasi yang sudah diterapkan pada dua rumah sakit yang 

berada di Provinsi Aceh.4 

Saat ini yang sudah menerapkan pelayanan syariah pada kegiatan operasionalnya 

yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin dan Rumah Sakit Umum 

Daerah Meuraxa yang terletak di Kota Banda Aceh. Tetapi pada kenyataannya RSUD dr. 

Zainoel Abidin lebih banyak menerapkan kegiatan berbasis syariah. Terlihat dari seluruh 

 
3 Andrianto, et.al., Haqiqotus Sa’adah. (2022) Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi 

Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah. 

https://ejournal.staialutsmani.ac.id/index.php/ithisom/article/download/14/13 Diakses 9 Februari 2024 
4 Admin-mukisi, “100 RS ditargetkan miliki sertifkiasi syariah pada 2020” 

https://mukisi.com/2913/100-rs-ditargetkan-miliki-sertifikasi-syariah-pada-2020/ (Diakses pada 31 Januari 

2024, pukul 21.25) 

https://ejournal.staialutsmani.ac.id/index.php/ithisom/article/download/14/13
https://mukisi.com/2913/100-rs-ditargetkan-miliki-sertifikasi-syariah-pada-2020/
https://mukisi.com/2913/100-rs-ditargetkan-miliki-sertifikasi-syariah-pada-2020/
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kegiatan non medis, seperti rapat, seminar dan kegiatan non emergency yang dihentikan 

saat azan berkumandang dari Masjid Ibnu Sina di Komplek RSUD dr. Zainoel Abidin 

untuk melaksanakan shalat fardu berjamaah. Termasuk seluruh peserta didik seperti 

residen, dokter muda dan pendidikan profesi lain. 5 Penerapan indikator-indikator pada 

pelayanan islami di RSUD dr. Zainal Abidin hampir sepenuhnya terlaksana dengan baik. 

Hal ini dapat dilihat dari bimbingan yang diberikan oleh petugas pelayanan Islami kepada 

pasien dalam hal motivasi kesembuhan pasien, Aqidah, ibadah, doa dan dzikir, Fiqih 

perempuan, ikhlas dan sabar serta bimbingan Islami bagi Muslimah pada masa 

kehamilan, melahirkan dan menyusui. Observasi awal yang peneliti lakukan 

menunjukkan kemajuan yang sangat besar pada pelayanan islami di RSUD Zainoel 

Abidin yaitu adanya CCTV di setiap ruangan untuk memantau pasien lalu mengingatkan 

pasien selama masa perawatan agar tetap menutup aurat. 

Sementara pelayanan Islami pada RSUD Meuraxa masih belum berjalan secara 

optimal.6 RSUD Meuraxa merupakan salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang melayani masyarakat di bidang kesehatan. Hal 

ini merujuk pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh yang menyebutkan 

“Berdasarkan Menteri Kesehatan Nomor 371519/MENKES/SK/X/2010 penetapan kelas 

 
5 RSUD dr. Zainoel Abidin, “RSUDZA Terapkan Pelayanan Bernuansa Islami” 

https://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/06/21/rsudza-terapkan-pelayanan-bernuansa-islami/ (Diakses 

pada 3 Februari 2024, pukul 21:06) 
6 Adelia Aisyah Kinanti ”Penerapan Layanan Bimbingan Islami Pada Pasien Rawat Inap (Studi 

Pada IPI RSUD Dr. Zainoel Abidin)”, Banda Aceh 2022 

https://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/06/21/rsudza-terapkan-pelayanan-bernuansa-islami/
https://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/06/21/rsudza-terapkan-pelayanan-bernuansa-islami/
https://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/06/21/rsudza-terapkan-pelayanan-bernuansa-islami/
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RSUD Meuraxa Milik Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, dengan klasifikasi B”.7 

RSUD Meuraxa juga melayani pasien dengan berbagai jenis pelayanan seperti 

pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan bedah sentral seperti yang tertuang 

pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2019 pasal 1 tentang klasifikasi dan perizinan rumah 

sakit.8 Dalam penerapan pelayanan Islami yang ada pada RSUD Meuraxa, tidak hanya 

memperhatikan tingkat kepuasan pasien dan hasil yang maksimal. Namun pelayanan 

rumah sakit ini juga harus memperhatikan kaidah Islam dalam pelayanan kesehatan. 

Misalnya dalam penempatan pasien dan pemeriksaan pasien harus dipisah dan 

disesuaikan. Ruang perawatan pasien laki-laki dan perempuan harus terpisah. Hal ini 

penting karena pasien perempuan memerlukan area privasi, mengingat dalam ajaran 

Islam aurat perempuan tidak boleh terlihat oleh yang bukan mahramnya. 

Selain itu pada Instalasi Pelayanan Islami (IPI) juga menerapkan konsep Islami 

dalam mengobati pasien dengan menggalakkan pelayanan Islami, yang juga ikut 

menyesuaikan dengan misi Banda Aceh sebagai kota madani, hal ini juga bagian dari 

perwujudan Banda Aceh sebagai model kota madani untuk menggelorakan kehidupan 

berbasis syariah agar masyarakat Banda Aceh menjadi muslim secara Kaffah. 

IPI dibentuk dengan tujuan mewujudkan visi RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh 

menjadi pusat pelayanan kesehatan prima yang Islami. Sejak diterapkan pelayanan islami 

pada RSUD Meuraxa terdapat beberapa perubahan dalam pelayanan syariah seperti 

 
7 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja 

RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. 
8 Undang-Undang No.30 tahun 2019 pasal 1 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. 
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adanya pemisahan ruang rawat inap antara laki-laki dan perempuan, semua ruangan rawat 

memiliki penanda arah kiblat, pelayanan diawali ucapan Assalamualaikum.  

Adapun tugas IPI ada enam yaitu satu memberikan motivasi kepada pasien yang 

dirawat agar tetap menutup auratnya walaupun dalam keadaan sakit, dua membantu 

pasien shalat fardu dan membantu pasien tayamum bagi yang tidak mampu berwudhu, 

tiga mengingatkan pasien dan keluarga pasien akan waktu shalat, empat dokter ketika 

merawat pasien diawali membaca bismillah, lima memberikan motivasi kepada pasien 

agar tetap bertawakal akan penyakitnya, enam memberikan motivasi kepada pasien untuk 

berzikir.9 

Namun, penerapan kebijakan pelayanan Islami di RSUD Meuraxa belum 

sepenuhnya optimal. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan adanya kendala 

koordinasi antar unit, khususnya antara Komite Syariah, Instalasi Pelayanan Islami (IPI), 

dan staf medis yang belum berjalan efektif. Kondisi ini membuat kebijakan sulit 

dijalankan dengan lancar di lapangan. Bentuk pelayanan Islami yang diberikan juga 

masih terbatas pada edukasi, tanpa adanya pendampingan langsung kepada pasien, seperti 

membantu wudu atau tayamum. Selain itu, jumlah petugas IPI yang terbatas serta jam 

kerja yang hanya berlangsung empat hari dalam seminggu membuat pelayanan belum 

menjangkau seluruh pasien secara maksimal. Permasalahan ini semakin diperparah 

dengan belum maksimalnya pelatihan, bahkan ada tenaga medis yang telah mendapat 

 
9 Surat Keputusan Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh, Nomor: 820/092/2015 Tentang 

Pelayanan Islami Di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh ditetapkan 1 Juli 2015 
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pembekalan tetapi belum menunjukkan kepedulian tinggi terhadap penerapan nilai-nilai 

Islami dalam pelayanan.  

Di sinilah peran stakeholder menjadi sangat penting, karena kebijakan pelayanan 

Islami pada dasarnya adalah hasil interaksi berbagai pihak yang memiliki kewenangan, 

kepentingan, dan pengaruh berbeda-beda. Stakeholder utama di RSUD Meuraxa 

mencakup Direktur rumah sakit yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan 

keputusan, manajemen rumah sakit (Kabid dan Kabag) yang berperan mengawasi unit-

unit kerja dan memastikan kebijakan berjalan di lapangan, Komite Syariah yang memiliki 

legitimasi keagamaan untuk memastikan prosedur sesuai syariat, Instalasi Pelayanan 

Islami sebagai pelaksana langsung yang menjembatani kebijakan dan praktik pelayanan, 

tenaga medis dan non-medis yang menjadi ujung tombak interaksi dengan pasien, serta 

pasien dan keluarga sebagai penerima manfaat kebijakan sekaligus penilai kualitas 

layanan. 

Hubungan antar stakeholder ini sangat menentukan keberhasilan kebijakan. 

Direktur, misalnya, memiliki power struktural yang besar dan urgensi tinggi dalam 

memastikan implementasi berjalan, sedangkan Komite Syariah memiliki legitimasi 

agama yang kuat untuk mengarahkan kebijakan sesuai nilai syariah. IPI berada di posisi 

strategis dengan urgensi tinggi karena menjadi pelaksana langsung di lapangan, namun 

keterbatasan sumber daya membuat perannya belum maksimal. Tenaga medis memiliki 

peran yang sangat strategis dalam menjaga kepatuhan terhadap standar pelayanan Islami, 

sementara pasien dan keluarga menjadi pihak yang merasakan langsung manfaat 
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kebijakan tersebut. Ketidakharmonisan atau lemahnya koordinasi di antara stakeholder 

dapat membuat kebijakan berjalan parsial dan tidak sesuai harapan. 

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami peta stakeholder 

dalam implementasi kebijakan pelayanan Islami di RSUD Meuraxa, mencakup 

identifikasi peran, tingkat kekuasaan (power), legitimasi, dan urgensi masing-masing 

pihak, serta hambatan yang mengganggu sinergi di antara mereka. Analisis ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran utuh dan menjadi dasar perbaikan agar kebijakan pelayanan 

Islami dapat berjalan optimal sesuai visi rumah sakit dan prinsip syariah yang berlaku di 

Aceh. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, terdapat beberapa masalah utama, yaitu: 

1. Kurangnya koordinasi antara Komite Syariah, Instalasi Pelayanan Islami (IPI), 

dan staf medis dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan Islami. 

2. Pelayanan Islami masih terbatas pada edukasi tanpa pendampingan langsung 

kepada pasien, seperti membantu wudu atau tayamum. 

3. Jumlah petugas IPI yang terbatas dan jam kerja hanya empat hari dalam seminggu 

menyebabkan layanan belum menjangkau seluruh pasien. 

4. Belum optimalnya pembinaan dan penguatan komitmen individu dalam 

menerapkan nilai-nilai Islami di lingkungan rumah sakit. 

5. Rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pasien dan keluarga terhadap pelayanan 

Islami. 
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1.3 Rumusan Masalah 

1. Siapa saja stakeholder yang terlibat dan bagaimana peran mereka dalam 

implementasi kebijakan pelayanan Islami di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelayanan 

Islami di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Siapa Saja Stakeholder Yang Terlibat Dan 

Bagaimana Peran Mereka Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Islami Di 

RSUD Meuraxa. 

2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Apa Saja Faktor Pendukung Dan 

Penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan Islami Di RSUD Meuraxa Kota 

Banda Aceh. 

1.5  Kegunaan Penelitian  

Dalam hasil penelitian ini nantinya diharapkan agar dapat memberikan 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Secara Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

mahasiswa Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam memahami konsep 

analisis Stakeholder dalam kebijakan publik, dengan fokus pada kebijakan 

pelayanan Islami di rumah sakit. Penelitian ini memberikan wawasan tentang 

bagaimana berbagai pihak seperti manajemen rumah sakit, staf medis, 

pemerintah, dan masyarakat terlibat dan berinteraksi dalam penerapan kebijakan 

pelayanan Islami. Hal ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana 



9 
 

 
 

pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan banyak pihak dengan 

kepentingan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga membuka wawasan 

tentang manajemen publik berbasis agama, yang sangat relevan dalam konteks 

pelayanan kesehatan yang memadukan nilai agama dengan pelayanan medis. 

Bagi mahasiswa, penelitian ini bisa jadi contoh nyata tentang penerapan teori-

teori dalam administrasi negara, khususnya yang berhubungan dengan kebijakan 

publik yang melibatkan banyak Stakeholder. 

2. Kegunaan Praktis. penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki 

koordinasi antar Stakeholder dalam kebijakan pelayanan Islami, yang dapat 

diterapkan oleh manajemen rumah sakit. Selain itu, hasil penelitian ini juga 

memberikan masukan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih 

mendukung pengembangan pelayanan Islami di rumah sakit, yang tentunya 

sangat relevan bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang tertarik dengan 

kebijakan publik berbasis agama.  


